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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir Bengkulu, 09 Oktober
1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan,
bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut

sebagai Pemohon;
Lawan

TERMOHON, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Pasar Palik, 10 Maret
1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaen Bengkulu
Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Januari
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur,
Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.AGM, tanggal 8 Januari 2024, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan
pada hari Rabu, 07 April 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara,
sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor: XX, tertanggal 02 Agustus 2022 pada saat menikah Pemohon dan

Termohon berstatus Jejaka dan Janda;
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2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian bertempat
tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Genting Perangkap,
Kecamatan Air Besi, Kabupaen Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah
berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (Dua) anak yang
bernama;
- Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bengkulu Utara,
07-02-2013, Pendidikan SD;
- Anak Kedua, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bengkulu Utara, 09-
09-2019;
Dan sekarang anak tersebut berada dibawahasuhan dari Termohon;
4, Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2019, rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan;
4.1 Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati
Pemohon selaku kepala rumah tangga, dan Termohon selalu tidak
menerima apabila dinasehati oleh Pemohon;
4.2 Termohon vyang terlalu membatasi pergaulan Termohon
dilingkungan masyaraat;
4.3 Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
yang disebabkan karena faktor ekonomi, dimana Termohon sering
merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4.4 Termohon yang pernah menjual sapi, kapal dan alat tangkap ikan
tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
5. Bahwa sekira pada pertengahan Tahun 2022, terjadi puncak
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang
disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya
Pemohon keluar dari rumah milik bersama dan pulang kerumah orang tua
Pemohon di Kota Bengkulu, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah
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milik bersama di Kabupaen Bengkulu Utara, hal tersebut sudah
berlangsung 1 Tahun;

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon
yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat
diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan
kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan
lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama
Arga Makmur;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan (relaas) Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 10 Januari 2024 dan
surat panggilan (relaas) Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 10 Januari
2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi
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dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon
disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Termohon Termohon secara in person datang menghadap pada
setiap persidangan dan mohon kerpada Pengadilan agar segera menjatuhkan
putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;
Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal
145 RBg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),
Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sabh,
meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.AGM
tanggal 10 Januari 2024 dan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 09 Januari
2024 yang dibacakan di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal
149 ayat (1) RBg., juncto Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, patut dinyatakan Pemohon tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan untuk datang menghadap di
persidangan, Termohon datang secara in person pada setiap persidangan dan
Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini
adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara
agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya,
maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 63 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan Pasal 49
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka
secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga
Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 66
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto
Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon diberi izin untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon, namun meskipun Pemohon
telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang,
sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan
yang sah dan Termohon datang ke muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan
Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama serta sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg,
biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
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2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
Penutup
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Muhlis, S.H.l.,
M.H., sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.l., M.H., dan Achmad
Fachrudin, S.H.l., M.S.l., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para
Hakim Anggota tersebut dan Marhendi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Sidang,

serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhlis, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Fatkul Muijib, S.H.l., M.H. Achmad Fachrudin, S.H.l., M.S.1.
Panitera Sidang,

Marhendi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

2 Biaya proses Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Rp 520.000,00

4 Biaya PNBP Rp 20.000,00
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5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
1. Biaya materai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 665.000,00
(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
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